Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutal<!£ir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelpola
data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal
22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat
Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat
Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat
Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia
Kabupaten Wonogiri;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentg
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nega

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenta
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegsia
Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tents
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tents
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diuba
dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tenta
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Te
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

an

Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tents

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor |14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);




13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor| 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor| 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor| 1
Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014
Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor | 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonagiri
Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

o

KABUPATEN WONOGIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusg‘:
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
Satu Data Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Satu Data
Kabupaten Wonogiri adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan
untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu,
bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegr
dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses olgh
pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi se
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi d
sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter,
simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide,
objek, kondisi, atau situasi.
Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu
meliputi konsep, definisi, cakupan, Kklasifikasi, ukuran, satuan, d
asumsi.




8. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang
menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu
informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau
dikelola.

9. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaik
antarsistem yang saling berinteraksi.

10. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses
bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratur
perundang-undangan untuk digunakan secara nasional.

11. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat di akses melalui
web untuk berbagi pakai Data.

12. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiat
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaik
oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Produsen Data
adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Walidata Pendukung adalah Sekretaris pada Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

14. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan
kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk
melakukan pembinaan kepada daerah/instansi terkait Data.

15. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan
Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, persep-
rangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

17. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur
Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur
pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkanh
mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta
menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data
pembangunan.

18. Daftar Data adalah daftar kebutuhan data untuk diisi oleh masing|-
masing Produsen data.
19. Rencana Aksi adalah pembahasan atas daftar kebutuhan data yang
telah dise[pakati dalam Forum datu Data tingkat Daerah.
20. BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
21. BAPPEDA dan LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata
kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.




Pasal 3

Tujuan pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka
penyelenggaraan tata kelola Data di Pemerintah Daerah;

b. mewujudkan ketersediaan Data yang beragam, akurat, mutakhir,
terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang
terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses
secara bersama oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerin-
tahan;

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data; dan

d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih|di
Pemerintah Daerah.

BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN SATU DATA INFORMASI
Pasal 4

(1) Strategi penyelenggaraan Satu Data Informasi adalah:
a. perbaikan tata kelola Data:
b. penerapan strategi:
c. pelaksanaan rencana aksi tahunan.
(2) Perbaikan tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. penetapan Standar Data dan Metadata;
b. penyusunan Metadata yang memenuhi format baku;
c. penyebarluasan Data dengan menerapkan Interoperabilitas Data
yang menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data.
(3) Penerapan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf|b
meliputi:
a. penataan regulasi dan kelembagaan;
b. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Portal Data); dan
c. peningkatan kemampuan sumber daya.

BAB IV
PRINSIP SATU DATA INFORMASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri harus dilakukan
berdasarkan prinsip sebagai berikut :
a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi

Standar Data;

b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki
Metadata;

c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi
kaidah Interoperabilitas Data; dan




d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus

menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah hatus

memenuhi Standar Data.
(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. konsep;
b. definisi;
c. klasifikasi;
d. ukuran; dan
e. satuan.

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang

mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupak
penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan sec
jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merup

s 5

penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data ting
Daerahatau dibakukan secara luas.

at

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d merupakan unit

yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran
tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur

atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan
karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sestai

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi

dengan Metadata.

(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan

format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pa
bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

da

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada

spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.




Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas
Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 10

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus

memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Data harus:
a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi
penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah hat

us

menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam

Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN WONOGIRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri dilaksanakan oleh :

a. Dewan pengarah;

b. Pembina Data tingkat Daerah;
c. Wali Data Tingkat Daerah; dan
d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 13

(1) Dewan Pengarah mempunyai tugas:
a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat daer:
dan
b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan
hambatan pelaksanaan Satu Data tingkat daerah.

an




(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Bupati Wonogiri;

b. Wakil Bupati Wonogiri; dan

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
a.

b.

Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.

b.

Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
a.

b.

C.

Bagian Ketiga
Pembina Data tingkat Daerah

Pasal 14

memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan
Data; dan
melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten
Wonogiri.
Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah unit kerja yang
membidangi Tata Ruang.

Bagian Keempat
Walidata tingkat Daerah dan
Walidata Pendukung tingkat Daerah

Pasal 15

memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data
tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
dan
membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen
Data tingkat Daerah.

Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)

dilaksanakan oleh Dinas.

Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam

Organisasi Perangkat Daerah.

Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dyat
(3), adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah.

Tugas Walidata Pendukung adalah :

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data di
lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data
Indonesia;

b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan data ¢an

metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengelolaan data statistik
sektoral Daerah dan tim pengelolaan data geospasial Daerah yang

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bagian Kelima
Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 16

Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada pembina data tingkat Daerah mengenai
Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat
Daerah.
Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data
berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan,
akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
Dalam melaksanakan tugas, Produsen data tingkat Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan petugas admin untuk tergabung
dalam tim pengelolaan data statistik sektoral Daerah dan tim pengelol
data geospasial Daerah.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 17

Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata
Pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala
BAPPEDA dan LITBANG.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
a. Dewan Pengarah tingkat Daerah;

b. Pembina Data tingkat Daerah;

c. Walidata tingkat Daerah; dan

d. Walidata Pendukung tingkat Daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya
dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain
yang terkait, termasuk selain pemerintah.
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan
berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait
penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemu
koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemu
koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
Pembentukan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.




Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 18

(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas :

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan

administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data

Indonesia tingkat Daerah.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat ex-officio, yang

secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalidn

dan Evaluasi pada BAPPEDA dan LITBANG selaku badan yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INFORMASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas :
a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data;

c. pemeriksaan Data; dan

d. penyebarluasan Data

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan
daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
(2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan
sesuai ketentuan peraturan instansi Pusat.

Pasal 21
(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya
dilakukan berdasarkan:

-10-




(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai denglm

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tentang  Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar

dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah d

z1el

pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 22

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia ting
Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia ting
Daerah.

Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat mencakup:

a. pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten;

at
at

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat

Daerah;
. kegiatan terkait pengumpulan Data;
. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau

0o Q0

prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri.

Pasal 23

kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai den%an

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan

rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
Penyusunan rencana aksi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

(1)

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau

pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah d
melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 24

Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesi
dengan:
a. Standar Data;

an

b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia

tingkat Daerah; dan
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara:
a. langsung dari sumber Data; dan
b. tidak langsung.
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(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diser
dengan Metadata.

tai

Pengumpulan data oleh Produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh

admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangk
Daerah.

Pasal 25

Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimat
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, sesuai dengan standar yaz
ditetapkan oleh Pembina Data.

Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimat
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan melalui skema survei ska
Kabupaten, harus mendapat rekomendasi dari Pembina Data dan waj
menyampaikan hasilnya kepada Walidata.

Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksI-lc.il

dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui Data yang sud
tersedia di Perangkat Daerah dan/atau pihak lainnya.

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

fat

na
g

a
la
ib

ayat (2) wajib disampaikan Produsen Data kepada Walidata melalui Portal

Data sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam rencana ak
tahunan.

Pasal 26

Si

Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah

disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.

Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
a. Data yang telah dikumpulkan;

b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan

c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 27

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa
kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat

Daerah.

Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah
belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat
Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat

Daerah.

Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka wa
yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 28

tu

Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah

diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia ol
Walidata tingkat Daerah.
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(2)

(3)

(4)

(9)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (
diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data ting

1),

t

Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data
tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat

Daerah.

Wali data tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data

tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produ
Data tingkat Daerah.

n

Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 29

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistri-

busian, dan pertukaran Data.
Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan
media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:

a. Kode Referensi;

b. Data Induk;
c. Data;

d. Metadata;
e. Data Prioritas; dan

f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Dinas.

Pasal 30

Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah da

mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu D

Indonesia tingkat Daerah.

Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibah

dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaik

kepada Kepala BAPPEDA dan Litbang selaku Koordinator Forum S3

Data Indonesia tingkat Daerah.

Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaks

pada ayat (2).

Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia tingk

Daerah dilaksanakan oleh:

a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada perangk
Daerah; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasia
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik unt
Pengguna Data di luar perangkat Daerah.
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(7)

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakqu
melalui Portal Satu Data tingkat Daerah.

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data
yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 31

Pasal 32

Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data
Indonesia tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal
Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen ngta
kesepahaman, perjanjian Kkerja sama, dan/atau dokumen sux{at
pernyataan.

Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk
mendukung:

a. penyelenggaraan Satu Data Informasi; dan
b. pencapaian prinsip Satu Data Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk
aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dikelola secara terintegrasi
oleh Dinas.

Data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaim
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Perangkat Daer
dan/atau pihak lain.

Pasal 35

Dinas berwenang untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh sistem
informasi untuk mencapai jumlah yang efisien.

Dalam melakukan kajian untuk mencapai rasionalisasi siste
informasi, Dinas memperhatikan sifat, jenis, keberagaman, dan urgensi
sistem informasi tersebut.

Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan suatu aplikasi, situs
web, atau infrastruktur teknologi informasi wajib mengajukan usul
untuk disetujui dan dikembangkan oleh Dinas.
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(4) Aplikasi dan/atau situs web yang berfungi sebagai sarana pendataa
akan dikonsolidasi dan diintegrasikan oleh Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indones
Kabupaten Wonogiri, dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

igl

a

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat
Wonogiri.

Ditetapkan di Wono

pada tanggal 3 gJunil 2021

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO
Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 3 guni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
R =ﬁ IAN HUKUM

7
|

KUSWITANTI, SH, M.Hum
40519 199903 2 007
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